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ABSTRAK

Mariatul Ulfah, 2026. Islah Qaniin al-Taldq di Mesir: Kajian atas Talak
Sepihak dan Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang Status Personal.
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Pembimbing: I. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. II. Dr.
Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: Talak sepihak, Islah Qaniin al-Taldaq, Prinsip keadilan.

Talak sepihak dalam fikih klasik dipahami sebagai hak suami yang dapat
dijatuhkan tanpa persetujuan istri maupun putusan pengadilan. Dalam
konteks masyarakat modern, talak yang tidak dicatat, tidak diberitahukan
kepada istri, dan tidak disertai perlindungan hukum memadai dapat
menimbulkan ketidakpastian status hukum, kerentanan ekonomi, serta
lemahnya perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian. Penelitian
ini membahas tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk Islah
Qantn al-Talaq di Mesir dalam mengatur talak sepihak dalam Undang-
Undang Status Personal; mengapa reformasi hukum talak tersebut
dilakukan; dan bagaimana relasi keadilan dalam reformasi hukum talak
Mesir berupaya mengatasi ketimpangan hak suami-istri, khususnya
dalam perlindungan perempuan pascaperceraian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk reformasi hukum talak di
Mesir, faktor yang melatarbelakanginya, serta prinsip keadilan dalam
perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan
kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
historis-kontekstual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi
dokumentasi terhadap Undang-Undang Status Personal Mesir, literatur
fikih, dan kajian akademik yang relevan. Data dianalisis menggunakan
analisis isi, analisis yuridis normatif, dan analisis konseptual dengan
teori taghayyur al-ahkam, maslahah, dan mubadalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islah Qaniin al-Talag di Mesir
berlangsung melalui reformasi substantif, prosedural, dan yudisial.
Reformasi tersebut tampak dalam pembatasan triple talaq,
ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, pengakuan
khulu ‘, kewajiban pencatatan dan pemberitahuan talak, serta penguatan
peran Mahakim al-Usrah. Reformasi hukum talak Mesir merupakan
bentuk pembatasan tanpa penghapusan, yaitu hak talak suami tetap
diakui, tetapi akibat, prosedur, dan pengawasannya dibatasi oleh hukum
negara.
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ABSTRACT

Mariatul Ulfah, 2026. Islah Qaniun al-Talag in Egypt: A Study of
Unilateral Divorce and the Principle of Justice in Personal Status Law.
Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic
University Pekalongan. Supervisors: I. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
1. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Keywords: Unilateral divorce, Islah Qanun al-Talag, principle of
Jjustice.

In classical figh, unilateral divorce is understood as a husband’s right
that may be exercised without the wife'’s consent or a court decision. In
the context of modern society, divorce that is not officially registered, not
notified to the wife, and not accompanied by adequate legal protection
may result in legal uncertainty, economic vulnerability, and weak
protection for women and children after divorce. This study addresses
three research questions: how Islah Qaniin al-Taldq in Egypt regulates
unilateral divorce in the Personal Status Law,; why such divorce law
reform was carried out; and how the relationship of justice within
Egypt’s divorce law reform seeks to address the imbalance of rights
between husband and wife, particularly in the protection of women after
divorce.

This study aims to analyze the form of divorce law reform in Egypt, the
factors underlying it, and the principle of justice in the protection of
women and children after divorce. This research is normative-juridical
legal research with a qualitative approach, using statutory, conceptual,
and historical-contextual approaches. Data were obtained through
library research and documentary study of Egypt's Personal Status Law,
figh literature, and relevant academic studies. The data were analyzed
using content analysis, normative-juridical analysis, and conceptual
analysis, with the theories of taghayyur al-ahkam, maslahah, and
mubadalah.

The findings show that Islah Qaniin al-Talag in Egypt takes place
through substantive, procedural, and judicial reforms. These reforms are
reflected in the restriction of triple talaq, the invalidity of divorce
pronounced under intoxication or coercion, the recognition of khulu ', the
obligation to register and notify divorce, and the strengthening of the role
of Mahakim al-Usrah. Egypts divorce law reform represents a form of
limitation without abolition, in which the husband’s right to unilateral
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divorce remains recognized, while its legal consequences, procedures,
and supervision are restricted by state law.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.2 Latar Belakang

Talak sepihak oleh suami (talag bi al-iradah al-munfaridah)
merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga
Islam karena berkaitan langsung dengan relasi hak antara suami dan
istri dalam mengakhiri perkawinan. Dalam fikih klasik, khususnya
fikih Sunni yang berpengaruh dalam pembentukan hukum keluarga
Mesir, talak dipahami sebagai hak suami yang dapat dijatuhkan
secara sepihak tanpa harus memperoleh persetujuan istri maupun
putusan pengadilan. Secara normatif, kewenangan tersebut memiliki
legitimasi dalam konstruksi fikih klasik. Namun, dalam konteks
masyarakat modern, praktik talak sepihak yang tidak diawasi dapat
menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama ketika hak
tersebut digunakan tanpa mempertimbangkan kepastian hukum,
perlindungan perempuan, dan kepentingan anak
pascaperceraian(Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Persoalan talak sepihak menjadi semakin kompleks ketika talak
dilakukan secara lisan, tidak dicatat secara resmi, atau tidak
diberitahukan kepada istri. Dalam kondisi demikian, perempuan
dapat mengalami kesulitan untuk —membuktikan status
perceraiannya, menuntut nafkah iddah, memperoleh mut ah,
mengurus hak asuh anak, serta mendapatkan perlindungan
administratif pascaperceraian. Talak yang sepenuhnya ditempatkan
dalam ruang privat suami berpotensi menimbulkan ketidakpastian
status hukum perempuan dan anak. Oleh karena itu, pengaturan
talak sepihak dalam sistem hukum negara menjadi penting untuk
menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hak
talak (Sonneveld, 2012).

Mesir merupakan salah satu negara Muslim yang melakukan
reformasi hukum keluarga melalui kodifikasi dan pembaruan
Undang-Undang Status Personal. Reformasi hukum talak di Mesir
antara lain tampak dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1920,
Undang-Undang No. 25 Tahun 1929, Undang-Undang No. 100



Tahun 1985, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Melalui
berbagai regulasi tersebut, negara Mesir tidak menghapus hak talak
suami, tetapi membatasi, mengatur, dan  mengawasi
pelaksanaannya. Reformasi tersebut mencakup pembatasan triple
talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa,
kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan talak kepada istri,
pengaturan rujuk, serta pengakuan khulu® sebagai mekanisme
perceraian yang dapat diajukan oleh istri melalui pengadilan
(Welchman, 2007).

Reformasi hukum talak di Mesir tidak hanya didorong oleh
perkembangan pemikiran hukum Islam, tetapi juga merupakan
respons terhadap berbagai persoalan empiris yang berkembang
dalam masyarakat. Sebelum diberlakukannya Law No. 1 Tahun
2000, perempuan yang mengajukan perceraian melalui pengadilan
harus melalui proses litigasi yang panjang dan menghadapi beban
pembuktian yang tidak mudah, sehingga banyak di antara mereka
mengalami  kesulitan memperoleh kepastian hukum serta
pemenuhan hak-hak pascaperceraian, seperti nafkah dan hak asuh
anak (Sonneveld, 2012; Human Rights Watch, 2004). Kondisi
tersebut mendorong pemerintah Mesir melakukan reformasi hukum
keluarga melalui penyederhanaan prosedur peradilan, penguatan
mekanisme khulu', serta pembaruan aturan perceraian sebagai upaya
meningkatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum
bagi perempuan dan anak (Sonneveld, 2012).

Reformasi tersebut juga didukung oleh tingginya angka
perceraian di Mesir. Data Central Agency for Public Mobilization
and Statistics (CAPMAS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024
tercatat 273.892 kasus perceraian, meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya yang berjumlah 265.606 kasus (CAPMAS, 2024).
Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga di
Mesir merupakan respons terhadap realitas sosial yang berkembang,
bukan semata-mata perubahan pada aspek normatif hukum Islam.

Reformasi hukum talak di Mesir menunjukkan adanya
pergeseran dari talak sebagai tindakan privat menuju talak sebagai
peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi administratif dan



yudisial. Negara mulai memperkuat peran pejabat pencatat,
pengadilan, dan lembaga hukum keluarga dalam mengawasi
perceraian serta akibat hukumnya. Melalui pencatatan talak,
pemberitahuan resmi kepada istri, dan penguatan peran Pengadilan
Keluarga (Mahakim al-Usrah), negara berupaya menciptakan
kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih baik
bagi perempuan dan anak pascaperceraian (Lindbekk, 2016).

Meskipun demikian, reformasi hukum talak di Mesir belum
sepenuhnya menghapus ketimpangan antara suami dan istri. Hak
talak sepihak suami tetap dipertahankan sebagai kewenangan
hukum yang diakui, sedangkan akses perceraian bagi istri melalui
khulu® masih disertai kewajiban mengembalikan mahar dan
melepaskan sebagian hak finansial tertentu. Selain itu, perempuan
masih menghadapi hambatan ekonomi, sosial, budaya, dan
administratif dalam memperoleh hak-haknya pascaperceraian.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum
yang bersifat reformis dengan praktik sosial dan peradilan keluarga
yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan efektif bagi
perempuan (Al-Sharmani, 2009).

Persoalan keadilan dalam reformasi hukum talak tidak hanya
berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga
menyangkut perlindungan anak pascaperceraian. Anak merupakan
pihak yang terdampak langsung oleh perceraian, terutama dalam hal
nafkah, hadanah, tempat tinggal, pendidikan, dan kepastian status
hukum. Ketika perceraian tidak dicatat atau tidak disertai
pelaksanaan kewajiban pascaperceraian, anak dapat mengalami
kerentanan hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, reformasi
hukum talak perlu dianalisis tidak hanya dari aspek pembatasan hak
talak suami, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu
memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai
pihak yang rentan (Sonneveld, 2019).

Secara teoretis, Islah Qanin al-Taldg di Mesir dapat dipahami
sebagai bentuk pembaruan hukum Islam yang lahir dari perubahan
sosial dan kebutuhan perlindungan hukum. Teori taghayyur al-
ahkam digunakan untuk menjelaskan bahwa perubahan hukum



dapat terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan
adat kebiasaan masyarakat. Dalam konteks ini, reformasi hukum
talak di Mesir dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan
sosial, modernisasi administrasi negara, dan kebutuhan
perlindungan keluarga dalam masyarakat kontemporer (Ibn al-
Qayyim, 1991).

Selain itu, teori maslahah digunakan untuk menilai apakah
reformasi hukum talak tersebut mampu menghadirkan
kemaslahatan, mencegah kemudaratan, dan menghilangkan
kesulitan. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh
karena itu, pembatasan talak sepihak, kewajiban pencatatan,
pemberitahuan kepada istri, dan perlindungan hak pascaperceraian
dapat dianalisis sebagai upaya hukum untuk menjaga kemaslahatan
keluarga serta mencegah kerugian yang lebih besar bagi perempuan
dan anak (al-Syatibi, 1997).

Di samping itu, teori mubadalah digunakan untuk membaca
relasi keadilan antara suami dan istri dalam perceraian. Teori ini
menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan relasional
antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks reformasi hukum
talak Mesir, teori mubadalah penting untuk menilai sejauh mana
pembatasan hak talak sepihak suami, pengakuan khulu‘, dan
perlindungan pascaperceraian mampu menciptakan keseimbangan
hak dan tanggung jawab antara suami dan istri (Abdul Kodir, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai reformasi
hukum keluarga Mesir telah banyak membahas khulu’, praktik
peradilan keluarga, hak-hak perempuan, dan transformasi hukum
keluarga Islam. Namun, kajian yang secara khusus menelaah Is/ah
Qanun al-Talag di Mesir dengan fokus pada talak sepihak, lalu
dianalisis melalui reformasi substantif, prosedural, dan yudisial serta
dikaitkan dengan teori taghayyur al-ahkam, maslahah, dan
mubddalah masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu,
penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi ruang kajian tersebut
sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum



keluarga Islam kontemporer yang lebih responsif terhadap prinsip
keadilan dan perlindungan perempuan serta anak pascaperceraian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi

beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1.

Masih dominannya hak talak sepihak suami dalam hukum
keluarga Mesir.

Meskipun Mesir telah melakukan reformasi hukum
keluarga melalui berbagai peraturan perundang-undangan status
personal, hak talak sepihak (faldq bi al-iradah al-munfaridah)
masih tetap diakui sebagai kewenangan hukum suami. Kondisi
ini menimbulkan persoalan ketimpangan relasi hak antara suami
dan istri dalam mengakhiri perkawinan, serta berpotensi
menimbulkan kerentanan hukum, sosial, dan ekonomi bagi
perempuan dan anak pascaperceraian.

Belum terpetakannya secara utuh bentuk reformasi hukum talak
dalam membatasi dan mengawasi talak sepihak.

Reformasi hukum talak di Mesir dilakukan melalui
berbagai instrumen hukum, baik dalam bentuk reformasi
substantif, prosedural, maupun yudisial. Namun, bentuk-bentuk
reformasi tersebut perlu dianalisis secara sistematis untuk
mengetahui sejauh mana negara membatasi hak talak sepihak
suami tanpa menghapus legitimasi fikihnya, serta bagaimana
reformasi tersebut bekerja dalam sistem hukum keluarga Mesir.
Belum optimalnya keadilan dan perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak pascaperceraian.

Meskipun reformasi hukum talak di Mesir bertujuan
memberikan kepastian hukum dan perlindungan keluarga, dalam
praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan
implementasi. Perempuan masih menghadapi hambatan
ekonomi, sosial, dan administratif dalam memperoleh hak-
haknya, sedangkan anak masih rentan terhadap persoalan nafkah,
hadanah, tempat tinggal, pendidikan, dan kepastian status hukum
pascaperceraian.



1.3 Pembatasan Masalah
Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas, maka ruang
lingkup permasalahan dibatasi sebagai berikut:
1. Objek kajian
Objek kajian dalam penelitian ini dibatasi pada reformasi
hukum talak dalam Undang-Undang Status Personal Mesir

(Qaniun  al-Ahwal  al-Syakhsiyyah) beserta perubahannya,

khususnya ketentuan yang mengatur talak sepihak oleh suami

(talag bi al-iradah al-munfaridah). Penelitian ini juga membahas

ketentuan yang berkaitan dengan khulu‘, fasakh, pencatatan

talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, serta akibat
hukum perceraian terhadap perempuan dan anak.
2. Aspek yang Dikaji
Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama reformasi
hukum talak di Mesir, yaitu:

a. Reformasi substantif, meliputi pembatasan triple talaq,
ketidakabsahan talak dalam keadaan tertentu, dan pengakuan
khulu “ sebagai hak cerai istri melalui pengadilan;

b. Reformasi prosedural, meliputi kewajiban pencatatan talak,
pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, dan penguatan
administrasi perceraian;

c. Reformasi yudisial, meliputi peran pengadilan keluarga,
kewenangan hakim dalam perkara khulu* dan fasakh, serta
perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

3. Perspektif Analisis
Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan
teori taghayyur al-ahkam, teori maslahah, dan teori mubadalah.

Teori taghayyur al-ahkam digunakan untuk menjelaskan dasar

perubahan hukum, teori maslahah digunakan untuk menilai

kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan, sedangkan teori
mubadalah digunakan untuk membaca relasi keadilan antara
suami dan istri dalam perceraian.



4. Batasan Waktu dan Geografis

Penelitian ini dibatasi pada periode reformasi modern
hukum keluarga Mesir, terutama sejak berlakunya Undang-
Undang No. 25 Tahun 1920, Undang-Undang No. 25 Tahun
1929, Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, hingga Undang-
Undang No. 1 Tahun 2000. Fokus wilayah penelitian adalah
yurisdiksi Republik Arab Mesir, tanpa melakukan kajian
komparatif secara khusus dengan negara Muslim lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di

atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1.

Bagaimana bentuk Is/ah Qaniin al-Taldag di Mesir yang mengatur
talak sepihak dalam Undang-Undang Status Personal?

Mengapa Islah Qaniin al-Talag di Mesir dilakukan dalam
pengaturan talak sepihak?

Bagaimana relasi keadilan dalam Islah Qaniin al-Taldq di Mesir
berupaya mengatasi ketimpangan antara hak suami istri,
khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan
pascaperceraian?

1.5 Tujuan Penelitian

1.

Tujuan penelitian ini adalah:
Menganalisis bentuk Islah Qaniin al-Talag di Mesir, khususnya
ketentuan yang mengatur talak sepihak dalam Qaniin al-Ahwal
al-Syakhsiyyah, guna memahami arah dan tujuan reformasi
hukum keluarga di Mesir.
Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Is/ah
Qaniin al-Taldg di Mesir, baik dari aspek sosial, politik,
ekonomi, modernisasi hukum, maupun tuntutan perlindungan
hak perempuan dalam sistem hukum keluarga.
Menelaah prinsip keadilan dalam Islah Qanin al-Talag di Mesir,
serta bagaimana reformasi tersebut berupaya mengatasi
ketimpangan antara hak suami dan istri, terutama dalam
perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian.



1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian hukum
keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam konteks
pembaruan hukum (is/ah) di negara-negara Muslim.

b. Memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami
dialektika antara fikih klasik, hukum positif, dan praktik
peradilan di Mesir, terutama terkait pengaturan talak
sepihak, khulu‘, fasakh, dan peran lembaga peradilan
dalam reformasi hukum keluarga.

c. Menjadi referensi akademik dalam memahami dialektika
antara teks figh klasik dan praktik hukum positif Mesir,
terutama terkait isu talak sepihak dan kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan
dan praktisi hukum Islam dalam mengembangkan sistem
hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap
kebutuhan perempuan.

b. Menjadi bahan refleksi bagi pengembangan hukum
keluarga Islam di negara-negara Muslim, termasuk
Indonesia, khususnya dalam pengaturan talak sepihak dan
perlindungan hukum pascaperceraian.

c. Memberikan wawasan bagi masyarakat Muslim
mengenai pentingnya reformasi hukum keluarga dalam
menjamin perlindungan dan keseimbangan hak suami-
1stri.



BAB VII
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan, implikasi, dan saran berdasarkan hasil
penelitian mengenai Islah Qaniin al-Talag di Mesir dalam pengaturan
talak sepihak dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Status
Personal. Simpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah
penelitian. Implikasi penelitian menjelaskan kontribusi teoretis dan
praktis dari temuan penelitian, sedangkan saran ditujukan untuk
pengembangan kajian akademik, kebijakan hukum keluarga, praktik
peradilan, dan edukasi masyarakat.

7.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Islah

Qaniin al-Talaq di Mesir dalam pengaturan talak sepihak dan prinsip

keadilan dalam Undang-Undang Status Personal, dapat ditarik

simpulan sebagai berikut.

1. Bentuk Islah Qantn al-Talaq di Mesir dalam pengaturan talak
sepihak tampak melalui reformasi substantif, reformasi
prosedural, dan reformasi yudisial. Reformasi substantif terlihat
dalam pembatasan triple talaq menjadi satu talak, ketidakabsahan
talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, serta pengakuan khulu °
sebagai mekanisme cerai istri melalui pengadilan. Reformasi
prosedural tampak dalam kewajiban pencatatan talak,
pemberitahuan resmi kepada istri, pencatatan rujuk, dan
penguatan peran ma’dziin sebagai pejabat pencatat resmi.
Adapun reformasi yudisial terlihat dalam penguatan peran
Mahakim al-Usrah dalam menangani perkara perceraian, khulu °,
tafriq, nafkah, mut'ah, hadanah, dan perlindungan anak
pascaperceraian. Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir
tidak menghapus hak talak sepihak suami, tetapi membatasi,
mencatat, dan mengawasi pelaksanaannya melalui instrumen
hukum negara.

2. Islah Qaniin al-Talaq di Mesir dilakukan karena adanya
perubahan sosial, kebutuhan administrasi negara, tuntutan
kepastian hukum, serta kebutuhan perlindungan terhadap
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perempuan dan anak. Dalam perspektif taghayyur al-ahkam,
reformasi hukum talak Mesir dapat dipahami sebagai perubahan
hukum pada wilayah ijtihadi, administratif, dan yudisial. Talak
yang semula lebih banyak dipahami sebagai tindakan privat
suami mulai ditempatkan sebagai peristiwa hukum yang
memiliki akibat administratif dan sosial. Perubahan ini
menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat beradaptasi
dengan realitas masyarakat modern tanpa harus memutus
hubungan dengan fikih klasik. Oleh karena itu, reformasi hukum
talak Mesir merupakan bentuk adaptasi hukum Islam yang
mempertahankan  legitimasi  syariah, tetapi  sekaligus
menyesuaikan pelaksanaan talak dengan kebutuhan hukum
positif dan perlindungan keluarga

3. Relasi keadilan dalam Islah Qanin al-Talaq di Mesir
menunjukkan adanya upaya mengurangi ketimpangan antara hak
suami dan istri, meskipun belum sepenuhnya menciptakan
keseimbangan yang final. Dalam perspektif maslahah, reformasi
hukum talak menghadirkan jalb al-maslahah melalui pencatatan
talak, pemberitahuan kepada istri, pengakuan khulu®, dan
penguatan pengadilan keluarga. Reformasi tersebut juga
mengandung dar’ al-mafsadah karena membatasi talak
sewenang-wenang, mencegah secret divorce, dan mengurangi
ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak. Selain itu,
reformasi ini juga menunjukkan raf® al-haraj melalui pemberian
akses khulu * dan perlindungan pascaperceraian. Namun, raf" al-
haraj tersebut masih bersifat parsial karena Fkhulu® tetap
mensyaratkan pengembalian mahar dan pelepasan sebagian hak
finansial tertentu.

7.2 Implikasi Penelitian
Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis

terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam

pembahasan reformasi hukum talak, perlindungan perempuan, dan

relasi keadilan dalam perceraian.
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7.2.1 Implikasi Teoretis

1.

Penelitian ini memperkuat kajian pembaruan hukum
keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa reformasi
hukum talak di Mesir merupakan bentuk ijtihad terhadap
aspek-aspek hukum yang bersifat prosedural dan
administratif (ijtihadi), tanpa mengubah prinsip-prinsip
syariat mengenai talak yang bersifat gat 7. Temuan ini
mempertegas relevansi teori taghayyur al-ahkam sebagai
landasan konseptual bahwa perubahan hukum dapat
dilakukan untuk menjawab dinamika sosial dan kebutuhan
perlindungan hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini memperkaya pengembangan teori maslahah
dalam kajian hukum keluarga Islam. Reformasi hukum
talak di Mesir menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak
hanya diukur dari terpenuhinya keabsahan akad perceraian,
tetapi juga dari kemampuan hukum menjamin kepastian
status hukum, perlindungan hak-hak perempuan dan anak,
serta terciptanya keadilan dalam hubungan hukum
pascaperceraian.

. Penelitian ini memperluas penerapan teori mubddalah

dalam kajian hukum perceraian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa prinsip kesalingan tidak hanya
relevan dalam relasi suami dan istri selama perkawinan,
tetapi juga dalam pengaturan hak dan kewajiban setelah
perceraian. Dengan demikian, talak tidak lagi dipahami
semata sebagai hak unilateral suami, melainkan sebagai
peristiwa hukum yang harus mempertimbangkan
keseimbangan hak, tanggung jawab, dan perlindungan
seluruh anggota keluarga.

Penelitian ini menawarkan kerangka analitis berupa konsep
pembatasan tanpa penghapusan, keadilan bertingkat, dan
kesalingan parsial sebagai perspektif dalam membaca
reformasi hukum keluarga Islam kontemporer. Kerangka
tersebut dapat digunakan untuk menganalisis pembaruan
hukum keluarga di berbagai negara Muslim yang berupaya
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mempertahankan legitimasi fikih sekaligus
mengakomodasi tuntutan perlindungan hak asasi, kepastian
hukum, dan perubahan sosial..

7.2.2 Implikasi Praktis

1.

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi prosedur
talak melalui pencatatan dan pengawasan pengadilan
merupakan instrumen penting dalam memberikan
kepastian hukum serta perlindungan terhadap perempuan
dan anak. Oleh karena itu, pencatatan talak tidak semata
dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai
mekanisme untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum
para pihak setelah perceraian.Penelitian ini menunjukkan
bahwa pemberitahuan resmi kepada istri merupakan unsur
penting dalam mencegah kerugian akibat talak sepihak.
Pemberitahuan talak memberi kesempatan kepada
perempuan untuk mengetahui status hukumnya, menuntut
hak pascaperceraian, dan mengurus kepentingan anak.

. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pemberitahuan

resmi kepada istri dalam setiap proses perceraian.
Mekanisme tersebut memberikan kepastian mengenai
status hukum perkawinan serta membuka akses bagi
perempuan untuk memperoleh hak-hak pascaperceraian,
termasuk nafkah, mut'ah, hak asuh anak, dan penyelesaian
administrasi hukum lainnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas reformasi
hukum keluarga sangat bergantung pada akses masyarakat
terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan
kelembagaan pengadilan keluarga, penyediaan bantuan
hukum, serta kemudahan prosedur penyelesaian perkara
menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan
hukum yang efektif bagi perempuan dan anak.

Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan anak
harus menjadi orientasi utama dalam setiap reformasi
hukum perceraian. Pengaturan mengenai nafkah anak,
hadanah, pendidikan, tempat tinggal, dan kepastian status
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administratif merupakan bagian integral dari tujuan
pembaruan hukum keluarga yang berorientasi pada
kemaslahatan.

5. Pada tataran yang lebih luas, penelitian ini menunjukkan
bahwa reformasi hukum talak di Mesir memiliki relevansi
bagi pengembangan hukum keluarga Islam di berbagai
negara Muslim, termasuk Indonesia. Pengalaman Mesir
memperlihatkan bahwa pembaruan hukum keluarga dapat
dilakukan melalui penguatan aspek prosedural dan
kelembagaan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar
syariat. Temuan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi
pembentuk kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum
dalam mengembangkan sistem hukum keluarga yang lebih
responsif terhadap perubahan sosial serta mampu
memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi
perempuan dan anak.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian in1 memiliki beberapa keterbatasan. Pertama,
penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif
dengan pendekatan kualitatif, sehingga data yang digunakan
bersumber dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi.
Penelitian ini belum melakukan wawancara langsung dengan
hakim Mahakim al-Usrah, ma’dzin, praktisi hukum, maupun
perempuan yang mengalami perkara perceraian di Mesir.

Kedua, penelitian ini dibatasi pada Islah Qaniin al-Taldg
di Mesir, khususnya pengaturan talak sepihak dalam Undang-
Undang Status Personal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak
membahas seluruh aspek hukum keluarga Mesir secara luas,
seperti perkawinan, nasab, waris, dan perwalian, kecuali yang
berkaitan langsung dengan perceraian dan perlindungan
perempuan serta anak pascaperceraian.
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Ketiga, penelitian ini lebih menekankan analisis normatif,
konseptual, dan historis-kontekstual terhadap reformasi hukum
talak. Karena itu, penelitian ini belum mengukur secara empiris
efektivitas penerapan aturan pencatatan talak, pemberitahuan
talak, khulu’, natkah, mut‘ah, dan hadanah dalam praktik
pengadilan keluarga Mesir.

Keempat, akses terhadap putusan pengadilan keluarga
Mesir dan data statistik terbaru masih terbatas. Hal ini
menyebabkan pembahasan mengenai praktik yudisial lebih
banyak bertumpu pada literatur akademik, peraturan perundang-
undangan, dan data sekunder yang relevan.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini
perlu dipahami sebagai analisis normatif-kontekstual terhadap
reformasi hukum talak di Mesir. Penelitian lanjutan dapat
dikembangkan melalui studi lapangan, wawancara, kajian
putusan pengadilan yang lebih luas, atau perbandingan dengan
negara Muslim lain agar diperoleh gambaran yang lebih
komprehensif.

7.4 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian di atas, saran

yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1.

Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai reformasi hukum
talak di Mesir masih dapat dikembangkan dengan meneliti
praktik pengadilan keluarga secara lebih mendalam. Penelitian
lanjutan dapat memfokuskan diri pada pelaksanaan putusan
nafkah, mut‘ah, hadanah, dan eksekusi hak anak pascaperceraian.
Selain itu, penelitian komparatif antara Mesir dan negara Muslim
lain, termasuk Indonesia, dapat dilakukan untuk melihat variasi
model pembatasan talak sepihak dalam sistem hukum keluarga
Islam.

Bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, penelitian ini
menyarankan agar reformasi talak tidak hanya dibahas dari aspek
keabsahan fikih, tetapi juga dari aspek kepastian hukum,
perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan keadilan
relasional. Kajian hukum keluarga Islam perlu memberi
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perhatian lebih besar pada hubungan antara norma hukum,
prosedur administratif, praktik pengadilan, dan kondisi sosial
perempuan pascaperceraian.

Bagi pembuat kebijakan hukum keluarga di negara-negara
Muslim, pengaturan talak sepihak perlu disertai mekanisme
perlindungan yang jelas. Pencatatan talak, pemberitahuan resmi
kepada istri, penguatan hak nafkah, pelaksanaan mut‘ah,
perlindungan hadanah, dan pengawasan terhadap nafkah anak
perlu diperkuat agar talak tidak menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi perempuan dan anak.

Bagi lembaga peradilan keluarga, perlu ada penguatan
mekanisme penyelesaian perkara perceraian yang tidak hanya
menilai keabsahan formal perceraian, tetapi juga memastikan
terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak. Pelaksanaan putusan
nafkah, mut‘ah, hadanah, dan nafkah anak perlu mendapat
perhatian agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran
normatif.

Bagi masyarakat Muslim, diperlukan peningkatan literasi hukum
keluarga agar talak tidak dipahami sebagai hak sepihak yang
dapat digunakan secara sewenang-wenang. Talak memiliki
konsekuensi hukum, moral, sosial, dan keagamaan. Oleh karena
itu, kesadaran tentang pencatatan talak, pemberitahuan kepada
istri, tanggung jawab nafkah, dan perlindungan anak perlu
diperkuat dalam kehidupan keluarga Muslim.

Bagi lembaga pendidikan dan dakwah, perlu dikembangkan
materi edukasi hukum keluarga yang menekankan prinsip
keadilan, maslahah, dan mubadalah. Edukasi ini penting agar
masyarakat memahami bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya
mengatur hak, tetapi juga tanggung jawab dan perlindungan
terhadap pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak
pascaperceraian.
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